BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Lahirnya kebijakan kawasan Tanpa Rokok di Kota Bogor yang
diformulasikan dalam bentuk Perda Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2018
merupakan upaya untuk menindaklanjuti kebijakan Pemerintah Pusat yang
tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Bogor telah
berjalan tetapi dalam implementasinya masih banyak orang yang kurang
disiplin dengan melanggar atau tidak memperdulikan peraturan tersebut.
Masih adanya pelajar yang merokok dan ada juga orang yang merokok di
tempat-tempat umum. Mereka kurang mengetahui tentang kawasan tanpa
rokok dimana batasan-batasan tempat merokok, kurangnya tempat area
untuk perokok, adanya stiker dilarang merokok namun terlihat kecil.
Adapun indikator yang dilihat dalam implementasi kebijakan Peraturan
Daerah Kawasan Tanpa Rokok di Kota Bogor yakni (a) Menciptakan ruang
dan lingkungan yang bersih dan sehat, (b) melindungi kesehatan
masyarakat dari asap rokok, (c) meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan
masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa rokok.

2. Dalam kebijakan kawasan tanpa rokok pemerintah Kota Bogor melakukan

beberapa upaya, yaitu melakukan sosialisai, Pembuatan surat edaran
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Pemkot Bogor kepada pelaku usaha dan OPD Pembina KTR tingkat kota,
Pencabutan langsung reklame rokok dipingir jalan, melakukan sidak
terpadu tingkat kota dan di 68 kelurahan, khusus angkutan umum sidak
dilakukan oleh Organda setiap tiga bulan sekali, dan melakukan tipiring
Kota Bogor menginisiasi mobile tipiring dalam bentuk mobil keliling

sehingga sidang dan sanksi dapat dilakukan di tempat

B. Saran

1. Meningkakan pengawasan terhadap kepatuhan pimpinan lembaga-lembaga
yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok di Kota Bogor dalam
melaksanakan ketentuan kebijakan tersebut.

2. Lebih meningkatkan sosialisasi mengenai hidup sehat dan juga bahaya
merokok sehingga tidak merugikan orang lain atau diri sendiri. Serta perlu
melakukan pendekatan, diskusi terarah dan advokasi tentang bahaya rokok
kepada pelajar dan kepada pengelola yang mempunyai perilaku kebiasaan
merokok.

3. Meningkatkan jumlah dan ukuran media yang menunjukan larangan dan
sanksi bagi para pelanggarnya pada lokasi-lokasi yang termasuk dalam
kawasan tanpa rokok di Kota Bogor, serta meningkatkan jumlah
ruang/tempat bagi perokok agar tidak menggangu yang tidak merokok

(perokok pasif).
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